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Pasal 1 angka 10 KUHAP â€œPraperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini, yaitu: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau
pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilanâ€•. Namun pelaksanaan praperadilan masih kurang efektif
dan eksis sebagai lembaga pengawasan baik dikarenakan faktor pengaturannya maupun didalam praktiknya.
Tujuan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan praperadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan faktor
penghambat yang ditemui lembaga praperadilan dalam  menangani perkara praperadilan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris ini menggunakan
data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan, serta memadukan bahan-bahan
hukum seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang merupakan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga praperadilan merupakan lembaga kontrol horizontal bagi aparat penegak hukum
dengan tujuan melindungi hak asasi manusia yaitu hak tersangka dari kesewenangan para aparat penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya. Pelaksanaan praperadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dilakukan oleh tersangka
maupun kuasa hukumnya, dengan penetapan hakim hanya terdapat 8 kasus dari 4 tahun terakhir. Keberadaan lembaga praperadilan
belum efektif sebagaimana yang diinginkan oleh para pencari keadilan, dikarenakan begitu pengaruhnya faktor-faktor penghambat
yang ditemui baik dalam pengaturannya maupun dilapangan/praktiknya yaitu ketidaktegasan KUHAP mengenai praperadilan,
arogansi aparat penegak hukum yang masih kuat.
Disarankan agar profesionalitas aparat penegak hukum dan hakim dalam menangani perkara praperadilan ini ditingkatkan dengan
tidak memandang rendah lembaga praperadilan ini sebagai lembaga pengawasan horizontal dan sebagai kepercayaan bagi para
pencari keadilan.
